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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 186 /D-03/ v /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksananaan pemberian Dana
' Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada
jenjang Pendidijkan Anak Usia D]{)! dan Pendidikan Non
Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Tahun Anggaran 2024 agar berjalan lancar, tertib

administrasi, d‘an tepat sasaran, perlu dibentuk Tim;
p. bahwa berdgsa.rka.n pertjmqangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu enetapkan Keputiisan
Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional

Satuan Pendidikan Tahun 2024;

Mengingat . Undang—Undaqg Nompr 7 "nPhun 2903 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan L.err'ba:an Negara Regubhk Indpnes1a Naomor
4270); :

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembgran
Negara Republik Indonesia Nompr 4301) sebagaimana
telah diubah dengan Umdang-Undang Nomor 1 Tahun -
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1, Tgmbahan Lembaran Negara Requhk
Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neggra Republik
Indonesia Tahyn 2014 Nomor 244, Tamba]‘ian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakh1r dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 4], Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahpn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peratpran
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penda:]:an
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indorresia
Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 476); .

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

" Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petupjuk
Teknis Pengelojaan Dana Bantudn Operasional Sa[uan
Pendidikan (Berita Negara Repyblik Indonesia Tghun
2022 Nomor 1342); '

7. Peraturan Daei‘ah Kabupaten Lpwu Timyr Nomor 16
Tahun 2023 tejitang Anggaran Pendapatan dan Be‘pnja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

(Lembaran Daerah Kabi,lpaten Lywu Timur Tahun 2023
Nomor 16); . :

. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 3023 )
tentang Peniabaran Anggaran Pdndapatan dan Be?panja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

(Berita Daerahy Kabupaten Luwp Timur Tahun 2023
Nomor 86).

i v +]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN
2024, ; = :

KESATY Pembentukan Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
Tahun 2024, dengan susunan keapggotaan sebagaimana

Ferc:imtum dalam Lampiran'yang m?rupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; '

KEDU}} : Tim sebagaimang dimaksud dalam Diktum Kesatu
empunyei tugas meliputi:
p. melakukan vgrifikasi dan vplidasi data Safuan
Pendidikan sesuai kewenangan yang di input pada
Dapodik sesuaj dengan kondisi rill;
b. melatih, me{nbimbing dan ' mendorong Satuan
Pendidikan sqguai kewenangan untuk mengisi "dan
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KETIGA

memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam
Dapodik; o

c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendldlkaz
sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untu
melakukan pendataan secara mandiri; .

d. melakukan pkoordinasi. sosialisasi, atf.xu. pe]atihanl
pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan 18{651:;1
kewenangan dan dapat melibatka}r: fengawas sexolall,

ite sekolah, dan/atau masyarakat, .

e. 1r{rir:lr‘lnf::'inta]-limn Satuan Pendidikan sesual kewenagizz
untuk melakukan penatausahaan penggunaanSatuan
melalui aplikasi rencana kegiatan dﬂn‘ anggaran
Pendidikan yang disediakan Kementerian;

f. melakuan pemantauan dalam pengelola
Satuan Pendidikan sesuai kewenangan,

g memberikan pelayanan dan penanganan p?n?:frs:;:
masyarakat dengan menyediakan saluran. _m o -
Dana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan .
Formal, Sekolah Dasar dan Sekolph Menefllgah Pertama,

h. memastikan gatuan Pendicikan sesuai 'kt?“fenapgan
menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data
Satuan Pendidikan yang mutakhir dan . be.rt.anggung
jawab atas keapsahan isian data Satuan Ffe‘ndldlkan.;

i- memastikan §atuan Pendidikan sesual"kewenapga'm.
menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri
Satuan Pendidikan;

j. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran
Satuan Pendidikan telah dispsun seguaj depgan
tahapan peren'canaan ‘dan penganggaran' Dana EDSP
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama,;

k. memastikan sgmua Rencana Kegiatan dan Anggpran
Satuan Pendidikan sepuai kewgnangan felah diipput
dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran
Satuan Pendidikan yang disediakan Kementrian; dan

l.  memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan
tahapan pelaporan dan pertanggungjaywaban Dana
BOSP Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan ‘Non
Formal, Sekolah Dasar dan Sekolagh Menengah Pertama.

an dana pada

¢ Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedpa dilarang: '

A. melakukan pungutan ‘dalam bentuk apapun kepada
Satuan Pendidikan;

b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian
barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOSP
jenjang Pendidjkan Anak Usia Dipi dan Pepdidikan' Non
Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;

. memengaruhi dan/atau  memerintahkan  Safuan
Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan
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penggunaan Dana BOSP pada Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan

Sekolah Menengah Pertama;

menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian

kepada distributor, pengecer, dalam proses pembelian,

pengadaan buku, atau barang melalui Dana Pendidjkan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan

e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana
BOSP Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

KEEMPAT . Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan
pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2024;

KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. ; i )

Ditetapkan di Malilj
_ow+==pada tanggal 14 Mei 2024
¥_A BRRATI LUWU TIMUR,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 186 /D-03/ Vv /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN TAHUN 2024

[. PenanggungJawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

9. Sekertaris Dines Pendidikan dan Kebudayaan

II. Ketua . Kabid. Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
lll.  Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

3. Kasi. Kurikulum, Penilaian ‘dan
Pengembangan Karakter Peserta Didik
Pendidikan Sekolah Dasar

4. Kasi. Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama

5. Kasil Kurikulum, ' Penilgian ‘dan
Pengembangan Karakter Peserta Didik
Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal

6. Satyan Pendidikan Sekolah Pendidikan Anak
Usig Dini dan Kesetaraan

7. Kasubag Keuangan

8. Aetken Ibrahim, S.E (Bendahara Dinas
Panqidikan dan Kebudpyaan) |

9. Penigawas Sekolah Dasar dan Sekolah
Mengengah Pertama

10. Penanggung Jawab Data Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Dapar, Pendidikan Anak
Usig Dini dan Pendidi¥an Non Formal '

11. Operator Sekolah  Menengah Pertama,
Sekqlah Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

